PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
Dan

BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PELAYANAN
PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
Bupati adalah Bupati Tuban.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban.

o &~ b

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan adalah pungutan sebagai pembayaran
atas jasa pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan tempat
pembuangan / pemusnahan sampah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada Waijib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

Sampah adalah sisa kegiatan sahari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk
padat.

Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan
timbunan sampah.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan
yang meliputi pengurangan dan pananganan sampah.

Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pandauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.



20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan, dan pemprosesan akhir
sampah.

21. Tempat Pemprosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

22. Orang adalah perseorangan, kelompok orang yang menjadi subyek hukum.

23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan
sampah yang tidak benar.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
Daerah.

25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan
kebersihan dan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan &dalah pelayanan persampahan/
kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
kebersihan jalan umum, taman, tempat Ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan, menikmati dan/atau
memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.



BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihitung berdasarkan
volume timbunan sampah yang diangkut berdasarkan golongan penggunaan jasa dan pelayanan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar

Pasal 8

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi

retribusi.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

NO SUMBER SAMPAH TARIF

1. | Rumah Tangga :
a. Golongan | Rp. 1.000,- / bulan
b. Golongan I Rp. 1.500,- / bulan
c. Golongan I Rp. 3.000,- / bulan




2. | Industri:
a. industri kecil Rp. 40.000,- / bulan
b. industri menengah Rp. 60.000,-/bulan
c. industri besar Rp. 100.000,- / bulan
3. | Perdagangan / Tempat Usaha :
a. tempat usaha kecil, kios, warung dan sejenisnya Rp. 2.000,- / bulan
b. tempat usaha perbengkelan dan/atau service :
- Mobil Rp. 5.000,- / bulan
- Sepeda Motor Rp. 3.000,- / bulan
c. pertokoan, restoran dan/atau rumah makan di jalan | Rp. 5.000,-/ bulan
sekunder
d. pertokoan, restoran dan/atau rumah makan di jalan | Rp. 7.000,- / bulan
utama
4. | Perhotelan dan Perkantoran :
a. hotel berbintang I, [l dan Il Rp. 30.000,- / bulan
b. hotel berbintang IV dan V Rp. 40.000,- / bulan
c. hotel melati Rp. 20.000,- / bulan
d. kantor Pemerintah / Swasta Rp. 5.000,-/bulan
5. | Rumah Sakit Pemerintah / Swasta Rp. 50.000,- / bulan
6. | Perdagangan di Pasar Pemerintah / Swasta dan Tempat
Wisata
a. pertokoan dilingkungan pasar dan tempat wisata Rp. 5.000,- / bulan
b. kios, bedag dan atau los dalam pasar dan tempat wisata | Rp. 3.000,- / bulan
c. pedagang dasaran Rp. 200,-/ hari
d. pedagang kaki lima (PK-5) Rp. 500,-/ hari
e. limbah sapi, kerbau dan kuda Rp. 1.000,- / ekor / hari
f. limbah kambing dan domba Rp. 500,-/ ekor / hari
g. setiap kendaraan Bus yang berparkir ditempat wisata Rp. .5.000,-/ hari
h. setiap kendaraan colt station, jeep, sedan dan sejenisnya | Rp. 1.000,- / hari
yang berparkir ditempat wisata
7. | Setiap orang atau badan yang membuang langsung | Rp. 2.000,-/ M3
sampahnya ke tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)

(2) Bagi orang yang tidak mampu dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan membayar
retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.



BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau
kupon.

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan oleh orang pribadi
dan/atau badan pada saat setelah menggunakan, memakai dan memanfaatkan pelayanan
persampahan/kebersihan.

(2) Hasil pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1
X 24 jam setiap hari kerja.

BAB IX
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 13

Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan jangka waktu penggunaan pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang terjadi pada saat penggunaan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



BAB XII
PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Penagihan didahului dengan surat teguran.

(2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.

(3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA
Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.

Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.
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BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan
dokumun-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah ;
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi ;

. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratuan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18
Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2001 Seri C Nomor 6) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI TUBAN,
ttd.

FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 April 2012
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI C NOMOR 05

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai pengganti Peraturan Daerah yang sudah ada untuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam Rancangan Peraturan
Daerah ini juga mengatur tentang Perubahan Tarip Retribusi untuk disesuaikan dengan tingkat
perkembangan keadaan dan meningkatkan sektor penerimaan daerah guna menunjang
pembangunan daerah serta tidak meninggalkan kepentingan dan kemanfaatan terutama dalam
hal penyediaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas



Pasal 9
Ayat (1)
Angka 1, yang dimaksud Golongan I, Il dan Ill adalah :
- Golongan | : Rumah tangga yang berada diwilayah perkampungan.
- Golongan Il : Rumah tangga yang berada diwilayah perumahan.
- Golongan Il : Rumah tangga yang berada diwilayah perumahan elit.
Angka 2

Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
Cukup Jelas
Angka 6
Cukup Jelas
Angka 7
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas



Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas




